RETR

Mengingat

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 24 TAHUN 2004

TENTANG

IBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,

b.

6

PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN *

KABUPATEN ROTE NDAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

bahwa dengan berlakunya Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, maka Daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan
mengatur daerahnya sendin.

bahwa dengan ditetapkannya Undang - undang Nomor 34 tahun 2000
tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah harus sesual dengan Undang-undang di
maksud;

bahwa Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian
Tanaman Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Serta Kehutanan
merupakan salah satu pendapatan  yang penting guna membiayal
penyelenggaraan Pemerintahan  Daerah dan  pembangunan untuk
memantapkan otonomi daerah yang luas, nyala, dan bertanggungjawab;
bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a,b,dan ¢ di atas, maka
perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribus!
Pengzmbilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman

Pangan dan Hortikultura, Perkebunan Serta Kehutanan

Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Sistem Budidaya
Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209),

Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3029);

Undang — undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor Tahun 1999
Nomor 72, tambahan Negara Nomor 3848);

Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167. ‘Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839),

Undang — undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang
undarg Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048)
Undang — undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Rote Ndao di Propinsi Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun
5002 Nomor 22, Tambahan | embaran Negara Nomor 4184 ).



2 peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang -
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4258);

8  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor |18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4238);

9  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139,

10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan
Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan  dan
Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090 );

|1 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutap Kota (Lembaran
Negara Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4242 ),

[2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 PW 07.03 Tahun 1984 tentang
Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

|3, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 804 / KPTS / OT. 210/ 12 / 1995
tentang Pedoman Tatalaksana Penyiapan  dan Penerapan  Paket
Tekhnologi Pertanian;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Daerah; '

|S. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;,

|6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman
Tata Cara Pungutan Retribusi Daerah;

| 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 ahun
2001 tentang Penyusunan dan Materi  Muatan Produk - produk
Hukum Daeraiy

|8 Keputusan Menten Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun

© 2001 tentang Bentuk - bentuk  Produk Hukum Daerah:

19 Keputusan Menten Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun
5001 tentang Prosedur Penyusunan Produk — produk Hukum Dacrah:

20 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 l'ahun
2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun
2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;

92 peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003 tentang
pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rote Ndao ( Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2003
Nomor 003 )

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

finctapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQ  TENTANG
4 RETRIBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN KABUPATEN ROTE NDAO



BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal |

uran Daerah i yang dimaksud dengan

produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.
utulak adalah sejenis tanaman yang merupakan tempat hidup sejenis kutu penghasil lak.

k Ketetapan Retribusi Daerah jabatan yang selanjutnya disebut SKRD jabatan adalah surat
Mlitusan vang menentukan besarnva jumlah retribusi terhutang yang ditetapkan secara jabatan
pemangku jabatan tertentu

I3 Ketctapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disebut SKRDT adalah Surat
iapan Retribusi Dacrah akibat hutang bavar.

BAB I
USAHA PRODUKSI PERTANIAN, PERKEBUNAN
DAN KEHUTANAN

Pasal 2



Pasal 3

nih dan hasil lainya yang dihasilkan dan di edarkan dimasyarakat merupakan produksi
Mhibaik sesuai standar mutu yang ditentukan.

BAB IlI
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 4

1ok sanaan Pemugutan Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran Usaha Produksi Pertanian
i Pungan dan Hortikultura, Perkebunan dan Kehutanan yang dipungut pembayaran atas
Bibembelian, pengambilan dan penggunaan segala hasil usaha produksi yang dihasilkan oleh
‘ ._m.ug masyarakat dan swasta.

Pasal S

Ribjck Retribusi adalah semua hasil usaha produksi berupa bibit/benih dan hasil lainya

Wbjek Retribusi sebagaimana dimaksud (1) Pasal ini meliputi hasil usaha produksi berupa :

L Benih/bibit Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan.

t F; Hasil lainya yang tidak layak dijadikan benih/bibit dari hasil usaha Pertanian Pangan dan
8 Hortikultura, Perkebunan dan penggunaan hasi! hutan kayu maupun non kayu baik pada
g hutan milik maupun hutan Negara.

Pasal 6

b.xf.o Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum (PMA / PMDN, Instansi Pemerintah,
Wbn Pemerintah yang menggunakan/membeli hasil produksi Pertanian, Perkebunan dan

f{chutanan.
Wajib Retribusi adalah orany atau badan hukum PMA / PMDN, Instansi Pemerintah, Non

inerintah vang diwapibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut
f®njualan usaha produkst Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.

BAB IV
GOLONGAN RETRIBUSI DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

% pengambilan dan pengeluaran produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Pasal 8
|7 50 WButan retribusi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan dilakukan diwilayah daerah.

BAB V :
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 9

Wltan tingkat pengguna jasa usaha produksi Pertanian, Perkebunan di tentukan berdasarkan
finlah mutu benih/bibit dan hasil lainya yang dihasilkan



BAB VI
PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN TARIF

Pasal 10

Bidan sasaran penetapan tarif retribusi jasa usaha ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan

Bibit dan hasil lainya, biaya administrasi dan jasa usaha dengan memperhatikan Kemampuan

fakat

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

e
L]

Pasal 11

ertanian, Perkebunan dan Kehutanan dikenakan retribus

Betiap jasa usaha produksi P
avat (1) Pasal im terdapat pada

fi'uktur dan besarnva tanf retribusi sebagaimana dimaksud
flampiran | peraturan Daerah

Vi

BAB VIII

MASA RETRIBUSIL, SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN TERHUTANG

Pasal 12
etribusi berlangsung selama | (satu) tahun sejak dilakukan transaksi jual beli hasil produks:
inian, Perkcbunan dan Kehutanan

l;asal 13
;etribusn terhutang adalah saat dimana telah dilakukan penetapan retribusi

| Pasal 14

dikeluarkan berdasarkan surat tagihan

8 Surat pemberitahuan terhutang adalah surat yang
lakukan tagihan retribusi dan atau sanksi

B retribusi daerah selanjutnya disebut STRD untuk me
B administarsi berupa bunga atau denda.

W Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak / bayar seb
fini. Dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (

B retribusi terhutang.

agaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal
dua Persen) setiap bulan

BAB IX
TATA CARA PENETAPAN

Pasal 15

§ penctapan Retribusi berdasarkan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya

& (isingkat SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
% Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka

i Jiterbitkan secara jabatan.
Bentuk dan iisi SKRD sebagaimana dimaksud dalam ayat

E Bupati

(1) pasal ini ditetapkan oleh

e
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Pasal 16

atau data semula belum terungkap

i berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru /
maka dikeluarkan SKRD

{4

fiienyebabkan penambahan jumlah retribusi yang teruatang,
tian.
2l

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai / lunas.
Rembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk
f8cuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD

ffambahan.

lDz2lam hal pembayaran dilak
#etribusi Daerah harus disetor ke
Raktu vang ditentukan oleh Bupati.
Apabila retribusi dilakukan setelah lewa
fival (2) pasal ini, maka dikenakan sanksi a
le\gun menerbitkan surat tagihan Retribusi Daerah yang selan;

'
i Pasal 18

3

maka hasil penerimaan

ukan di tempat lain yang di tunjuk,
24 jam atau dalam

Kas Daerah selambat — lambatnya | x

t waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada
dministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
utnya disingkat SKRD.

Biipati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan kepada wajib retribusi untuk
fiengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung)
Biwabkan.

fata cara pembayaran retrib

Bleh Bupati.
Blipati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meng
Smbayaran retribusi sampai batas waktu yang

sertanggung jawabkan.

usi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal i di tetapkan
izinkan wajib retribusi untuk menunda
ditentukan dengan alasan yang dapat

Pasal 19
ksud pasal 18 ayat (1) Peraturan daerah ini, diberikan

i : , ,
S Pembayaran retribusi schagaimana dima
itansi atau yang sejenisnya.

_;itansi tanda bukti pembayaran berupa kw
ietiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
BLntuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribust ditetapk

)

an oleh Bupati

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

) Pasal 20
4

Pengeluaran  Surat teguran/peringatan/surat
belaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh)

S cmbayaran.

B lam jangka waktu 7 (1
Wajib Retribusi harus melunasi retribusi pada ayat (1)
fdministrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi lerutang
Balam hal wajib retribusi tertentu tidak/kurang bayar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan
[BY: pasal ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap
Blilan dari retribusi terutang
B2l Teguran Peringatan atau sural lainny
Wi dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk
Bemungut Retribusi Daerah tidak dapat diborongkan

lain yang sejenis sebagal awal tindakan
hari sejak jatuh tempo

ujuh) hari setelah Surat teguran/Pcringatan/Surm lain yang scjenis,
dan (2) pasal ini dikenakan sanksi

a sebagaimana dimakud pada ayat ¢ 1) dan g 25 pasal

0O



Pasal 21

B bentuk formulir vang

i dipergunakan untuk pelaksanaan
filana dimaksud pasal 20 ay

penagihan Retribusi Daerah
at (1) dan ayat (2) Peraturan Daceral

1101 ditetapkan oleh Bupati.

L

BAB XII
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

A Pasal 22

gbatl dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

“cara pemberian pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud
yat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII

PEMBETULAN, PENG RANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN
ATAU PENGURANGAN SANKSI DAN PEMBATALAN

Pasal 23

@b retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan Surat Penetapan Retribusi Daerah
BPKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)
§8Salahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dal
findangan Retribusi Daerah.

ajib retribusi dapat mengajukan  permohonan
fadministrasi berupa bunga dan kenaik
fesalahannya.
Wajib retribusi dapatmengajukan permohonan pengurangan atau
tetribusi yang tidak benar.

ermohonan  pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini pengurangan
etetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud avat (2)
}isnl it dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini harus disamparkan
Secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30
ftiga puluh) hari scjak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan

vang dalam penerbitannya terdapat
am penctapan Peraturan Perundang

pengurangan atau penghapusan  sanks
an retribusi terutang karena kekilafan atau bukan karena

pembatalan ketetapan

felas
fhany dapat dipertanggung jawabkan

B cputusan atas permohonan dimaksud pada ayat (2) pasal i dikeluarkan oleh Bupiant atau
: "qulbzn vang ditanpuk paling lima 3 thga) bulan sejak surat permohonan diterim

FApabila setelah lewat 3 (g bulan sebagaimana dimaksud pada avat (3) pasal it Supat

hatau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan penghapusan atau pengurangan

¥ sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.
BAB XIV

KEBERATAN

Pasal 24

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
k- Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan
secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan scjak
tanggal SKRI dan STRID.

& ’cogajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

Permohonan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus
diputushan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal Surat Permohonan keberatan diterima



BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

WWajib retribusi harus mengajukan  permohonan secara tertulis kepada Bupati  untuk
@iperhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

gAtas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebthan pembayaran
gretribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan wtang retribust dan/ atau
sankst administrasi berupa bunga oleh Bupati.

c.lcblhan pcmbayamn sdmyunmna dll]ldl\bud pddd ayat ( pdsal int dapat diperhitunghan

BAB XVI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

Pembinaan dan Pengawasan Administrasi pungutan retribusi atas penjualan Produksi Usaha
ertanian, Perkebunan dan Kehutanan secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas
iiPendapatan Daerah.

g-Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Pertanian, Perkebunan dan
B Kehutanan teknis administrasi dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Kechutanan yang
bertanggung jawab atas Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Yasal 27

i Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan kr'uam'zm
‘daerah diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda 4 (empat

& kali jumlah retribusi yang terutang.

% Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

i, Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu dilingkungan Daerah diberi wewenang khusus sebagai

= penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

i Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adaiah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut manjadi

q lcbih lengkap dan jelas.

b Meneliti, mencari, mengumpulkan kuuangdn mengenai orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi

¢ Meminta keterangan dan alat bukti dan orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidung retribusi.

d. Memeriksa buku - buku catatan — catatan, dokumen - dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap alat bukti tersebut.

¢. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti pembukuan, pencatatan dan
dokumen - dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalain rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi.



ng meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

i Menvuruh berhenti dan melarang seseora
emeriksa identitas orang atau dokumcn yang

¢ pemeriksaan sedang berlangsung dan m
E dibawah sebagaimana huruf e ayat ini.

' Memotret seseorang vang berrkaitan dengan tindak pidana retribusi

F Memanggeil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa scbaga tersanuka atau
E saks

b Menghentuikan penvidikan
b Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelacaran penyidikan undak pidana dibrdany
* retribusi menurut hukum yang dapat diipertanggung jawabkan

lenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal im memberivahukan  dimulaimya
genyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesual denyan
Betentuan yang diatur dalam Undang - undang Nomor 8 Tanun 1981 tgntang Hukum Acara

: BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29
‘l-hz\l yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupali
jepanjang mengenai pelaksanaannya
Pengan berlakunya peraturan daerah ini,
Retribusi Pengambilan dan Pengeluaran He
Boltikultura, Perkebunan serta Kchutanan

maka segala ketentuan yang mengatur tentang
wsil Produksi pertanian Tananaman Pangan dan
dinyatakan tidak berlaku lag:

Pasal 30
Buran Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di Undangkan.

B setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1ni dengan
mpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao.

DILLAR

-

-

EHEMIA

Ihdangkan di Ba'a [
B tangeal 18 Juni 2004

o
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5 ('--"'-:: :: f "“""T\‘ 4-:',
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MARBPSDOMINGGUS WELKIS

B\iBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAQ TAHUN 2004
BHMOR 024 SERI C NOMOR 007
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO-
NOMOR 24 TAHUN 2004,
TENTANG

s RETRIBUSI PENGAMBILAN DAN PENGELUARAN HASIL
’:-PRODUKSI PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA,
i PERKEBUNAN SERTA KEHUTANAN

Bksanaan Undang — undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
figisyaratkan  perlu melakukan penataan sumber — sumber penerimaan Daerah sesuai

~ -

ii6an kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1999
‘-méz Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. =
§ipan berlakunya Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas
Bfdang — undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacerah,
w_ﬁ setiap Peraturan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus
¥Slai dengan Undang - undang dimaksud.

fihtuk itu Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Berah Kabupaten Rote Ndao menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang
REribusi Pengambilan dan Pengeluaran Hasil Produksi Pertanian Tanaman Pangan dan

-
e

,ﬁikultura, Perkebunan Serta Kehutanan Kabupaten Rote Ndao

lisal demi pasal

igf
:

asal | sampai dengan pasal 30 cukup jelas.
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